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keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan
studi dokumen (documentary analysis). Penelitian bersifat desk research karena menggunakan
data sekunder yang diperoleh dari dokumen publik yang dipublikasikan secara daring. Sumber
data penelitian meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan keuangan pemerintah
daerah, serta data pendukung yang diperoleh dari situs resmi Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dan Badan Pusat Statistik
(BPS). Fokus analisis data terletak pada laporan keuangan daerah dari tahun 2022 s/d 2024.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara purposive sampling dimana data yang
terkumpul berasal dari kriteria variabel penelitian ini. Sumber data diperoleh dari portal ruang
publik pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja
keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2022-2024 mengalami penurunan,
ditandai dengan efektivitas yang menurun dari sangat efektif menjadi cukup efektif serta efisiensi
yang berubah dari kurang efisien menjadi tidak efisien. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
terbukti efektif sebagai dasar evaluasi kinerja keuangan dan perbaikan pengelolaan keuangan
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daerah.
@ ® O ABSTRACT
NS BY sa | This study aims to examine the effectiveness and efficiency of the financial performance of the

North Sumatra Provincial Government based on the Budget Realization Report (Laporan
Realisasi Anggaran/LRA). Furthermore, the study provides an overview of the role of the Budget
Realization Report in evaluating government financial performance. This research employed a
descriptive qualitative method using a documentary analysis approach. It is classified as desk
research because it relies on secondary data obtained from publicly available documents. The
data sources included the Budget Realization Report (LRA), regional government financial
statements, and supporting data collected from the official websites of the North Sumatra
Provincial Government, the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI), and Statistics
Indonesia (BPS). The analysis focused on regional financial reports covering the period from
2022 to 2024. Data were collected using purposive sampling, in which the selected documents
met the criteria of the research variables. All data were obtained from the official public
information portals of the North Sumatra Provincial Government. The findings indicate that the
financial performance of the North Sumatra Provincial Government declined during the 2022—
2024 period. This decline was reflected in a decrease in effectiveness from highly effective to
moderately effective, while efficiency deteriorated from less efficient to inefficient. The Budget
Realization Report (LRA) proved to be an effective instrument for evaluating financial
performance and supporting improvements in regional financial management.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek strategis dalam penyelenggaraan
pemerintahan karena berkaitan langsung dengan keberhasilan pembangunan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dituntut mampu mengelola Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien agar setiap penggunaan
anggaran memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah tidak
hanya dipandang sebagai aktivitas administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui pengalokasian sumber daya
yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil (Sartika et al., 2024). Dalam perspektif tersebut,
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menjadi dasar dalam membangun kepercayaan publik
terhadap pemerintah (Halim, 2014).
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Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dievaluasi melalui Laporan Realisasi Anggaran
(LRA), yang menyajikan informasi mengenai target dan realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan
daerah dalam satu periode anggaran. LRA tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban
keuangan, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD.
Analisis terhadap LRA dilakukan melalui pengukuran berbagai indikator kinerja, seperti efektivitas
pencapaian pendapatan, efisiensi penggunaan anggaran, penyerapan belanja, serta kesesuaian antara
perencanaan dan realisasi anggaran. Penggunaan analisis varians dalam sektor publik memungkinkan
pemerintah mengidentifikasi kesenjangan antara target dan realisasi sehingga kualitas perencanaan
maupun pelaksanaan anggaran dapat dievaluasi secara lebih objektif (Lee et al., 2021; Schick, 2003).

Efektivitas dan efisiensi merupakan dua indikator utama dalam menilai kualitas pengelolaan
keuangan daerah. Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mencapai target
pendapatan dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan melalui perbandingan antara target dan
realisasi anggaran (Syahputra & Rahmat, 2021). Dalam konteks sektor publik, efektivitas berkaitan
dengan kemampuan pemerintah menjalankan program yang tepat untuk mencapai tujuan pembangunan
(doing the right things) (Cohen, 1993). Sementara itu, efisiensi menunjukkan kemampuan pemerintah
memanfaatkan sumber daya secara optimal sehingga setiap pengeluaran menghasilkan manfaat yang
maksimal. Pengelolaan keuangan yang efisien tidak hanya berorientasi pada penghematan anggaran,
tetapi juga pada penciptaan nilai tambah melalui pemanfaatan sumber daya pada sektor-sektor produktif
(Sri Endah Cicilia et al., 2015).

Meskipun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, capaian tersebut belum sepenuhnya
mencerminkan optimalnya kinerja pengelolaan anggaran. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dalam
beberapa tahun terakhir masih terdapat anggaran yang tidak terserap secara optimal sehingga
menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Selain itu, realisasi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) juga belum selalu mampu memenuhi target yang telah ditetapkan, sementara belanja daerah terus
mengalami peningkatan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kualitas pengelolaan anggaran belum
sepenuhnya sejalan dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah (Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia, 2023, 2024; Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2024).

Data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara periode 2022-2024
menunjukkan adanya kecenderungan ketidakseimbangan antara target pendapatan, realisasi PAD, dan
belanja daerah. Pada tahun 2022 target PAD sebesar Rp7,26 triliun hampir seluruhnya tercapai dengan
tingkat realisasi 99,96%, namun masih menghasilkan SiLPA sebesar Rp1,08 triliun. Pada tahun 2023
target PAD meningkat menjadi Rp8,91 ftriliun, tetapi realisasinya hanya mencapai 81,1%, sementara
belanja daerah meningkat menjadi Rp13,75 triliun. Kondisi serupa terjadi pada tahun 2024 ketika
realisasi PAD hanya mencapai 82,7% dari target meskipun belanja daerah tetap berada pada tingkat
yang tinggi. Bahkan pada tahun 2025 pemerintah kembali meningkatkan APBD dengan target PAD
sebesar Rp9,24 triliun dan belanja daerah mencapai Rp15,03 triliun. Fenomena tersebut menunjukkan
bahwa peningkatan kapasitas anggaran belum diikuti oleh optimalisasi pendapatan daerah maupun
peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan.

Permasalahan tersebut semakin diperkuat oleh berbagai indikasi lemahnya kualitas perencanaan
anggaran. Pergeseran APBD yang terjadi berulang kali menunjukkan adanya perubahan prioritas
program yang berpotensi menurunkan efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu, ketidakseimbangan
antara peningkatan belanja daerah dan kemampuan pendapatan menyebabkan tekanan fiskal yang
berdampak pada perlunya penyesuaian anggaran di berbagai sektor pembangunan (Pos, 2025). Menurut
(Shah, 2005), inefisiensi sektor publik terjadi ketika sumber daya yang tersedia belum dimanfaatkan
secara optimal untuk menghasilkan keluaran yang maksimal. Pandangan tersebut diperkuat oleh (Joseph
E, 1986) yang menyatakan bahwa lemahnya perencanaan, alokasi sumber daya yang kurang tepat, serta
minimnya evaluasi kinerja merupakan penyebab utama rendahnya efisiensi organisasi sektor publik. Oleh
karena itu, evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah menjadi penting
untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran benar-benar menghasilkan manfaat yang optimal bagi
masyarakat.

Penelitian mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah telah banyak
dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada analisis rasio keuangan secara parsial. Penelitian
(Cahyani et al., 2025; Utami et al., 2023) umumnya hanya mengevaluasi efektivitas PAD atau efisiensi
belanja tanpa mengaitkan hasil analisis dengan fenomena pergeseran APBD, SiLPA, kualitas
perencanaan anggaran, maupun keseimbangan fiskal daerah. Selain itu, hasil systematic review
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(Haetami et al., 2026) menunjukkan bahwa penelitian mengenai efisiensi pengelolaan keuangan daerah
di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan rasio keuangan konvensional dan belum banyak
mengintegrasikan hubungan antara perencanaan anggaran, realisasi APBD, serta kualitas output
pembangunan daerah. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi melalui
analisis yang lebih komprehensif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat efektivitas dan
efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Laporan Realisasi
Anggaran periode 2022-2024. Analisis dilakukan melalui pengukuran rasio efektivitas yang
membandingkan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah serta rasio efisiensi yang membandingkan
realisasi belanja terhadap realisasi pendapatan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran Laporan
Realisasi Anggaran sebagai instrumen evaluasi kinerja keuangan daerah dengan mempertimbangkan
keterkaitan antara target anggaran, realisasi APBD, SiLPA, dan kondisi fiskal daerah. Hasil penelitian
diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akuntansi sektor publik sekaligus
menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan kualitas
pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

LANDASAN TEORI

Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan seluruh hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai
dengan uang serta segala bentuk kekayaan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan
daerah karena menjadi instrumen utama dalam penyediaan pelayanan publik dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Dalam paradigma administrasi publik modern, pengelolaan keuangan tidak
lagi hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga pada penciptaan nilai publik (public
value) melalui penggunaan anggaran yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien (Mardiasmo, 2021;
World Bank, 2020). Dengan demikian, kualitas pengelolaan keuangan daerah mencerminkan
keberhasilan pemerintah dalam mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan.

Penelitian ini menggunakan Stewardship Theory yang dikemukakan oleh (Donaldson & Davis,
1991). Teori tersebut menjelaskan bahwa pemerintah sebagai steward memiliki tanggung jawab moral
dan profesional dalam mengelola sumber daya publik untuk kepentingan masyarakat sebagai principal.
Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan APBD tidak hanya ditunjukkan oleh tingginya penyerapan
anggaran, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan
mengevaluasi penggunaan anggaran secara bertanggung jawab sehingga menghasilkan manfaat yang
optimal bagi masyarakat.

Konsep tersebut diperkuat oleh pendekatan Value for Money yang menekankan pentingnya
prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik (Mardiasmo, 2021).
Pendekatan ini menempatkan pengelolaan anggaran bukan sekadar sebagai proses administrasi, tetapi
sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan mampu menghasilkan
manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas dan efisiensi menjadi
bagian penting dalam mengevaluasi kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. APBD disusun
berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting), sehingga setiap alokasi
anggaran harus memiliki keterkaitan dengan target kinerja yang akan dicapai (Mardiasmo, 2021). Melalui
pendekatan tersebut, anggaran tidak hanya dipandang sebagai dokumen keuangan, tetapi juga sebagai
instrumen untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif.

Evaluasi terhadap pelaksanaan APBD dilakukan melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
Laporan ini menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, serta
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) selama satu periode anggaran. (Halim, 2017) menjelaskan
bahwa LRA berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap tingkat pencapaian target anggaran sekaligus
menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan anggaran pada periode berikutnya. Sementara itu,
(Mahmudi, 2016) menegaskan bahwa kualitas informasi dalam LRA sangat dipengaruhi oleh sistem
pengendalian internal dan proses audit sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menilai
akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
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Dalam penelitian ini, LRA diposisikan sebagai instrumen utama untuk mengevaluasi kualitas
pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui analisis terhadap pencapaian target
pendapatan, penggunaan belanja daerah, serta kondisi SiLPA selama periode penelitian.

Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target
pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD. Menurut (Mardiasmo, 2021), efektivitas menunjukkan
tingkat pencapaian tujuan organisasi melalui perbandingan antara target dan realisasi yang dicapai.
Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, semakin tinggi tingkat realisasi pendapatan dibandingkan
target yang ditetapkan, semakin tinggi pula tingkat efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola
potensi pendapatannya.

Di sisi lain, efisiensi menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan
sumber daya keuangan secara optimal untuk menghasilkan keluaran yang maksimal.(Mahmudi, 2016)
menjelaskan bahwa efisiensi berkaitan dengan hubungan antara input dan output, di mana penggunaan
sumber daya harus mampu menghasilkan manfaat yang lebih besar dengan biaya yang seminimal
mungkin. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang efisien tidak hanya berorientasi pada
penghematan anggaran, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penggunaan
anggaran yang tepat sasaran.

Kedua indikator tersebut saling melengkapi dalam menggambarkan kualitas kinerja keuangan
pemerintah daerah. Efektivitas yang tinggi belum tentu mencerminkan pengelolaan keuangan yang baik
apabila penggunaan anggaran masih boros. Sebaliknya, efisiensi yang tinggi juga tidak akan
memberikan manfaat apabila target pembangunan tidak tercapai. Oleh karena itu, efektivitas dan
efisiensi perlu dianalisis secara bersamaan agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif
mengenai kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Penelitian

Penelitian mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah telah berkembang
cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. (Junaid & Serliyana, 2024) menunjukkan bahwa kinerja
keuangan Pemerintah Kota Tarakan memiliki tingkat efisiensi yang baik meskipun tingkat desentralisasi
fiskal dan kemandirian keuangan masih relatif rendah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa efisiensi
penggunaan anggaran belum selalu diikuti oleh meningkatnya kapasitas fiskal daerah.

Penelitian (Mujiyani & Safitri, 2025) pada Pemerintah Provinsi Banten menemukan bahwa
efektivitas pengelolaan keuangan tergolong baik, namun efisiensi belanja daerah masih belum optimal.
Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan dalam mencapai target pendapatan belum sepenuhnya
mencerminkan kualitas pengelolaan anggaran apabila penggunaan belanja masih kurang efisien.

Pada tingkat pemerintahan desa, (Marpaung & lrawan, 2025) menjelaskan bahwa analisis rasio
efektivitas, efisiensi, kemandirian, dan pertumbuhan keuangan mampu memberikan gambaran mengenai
kondisi pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh. Sementara itu, (Zalukhu et al., 2020) menyoroti
bahwa efektivitas sistem informasi akuntansi pemerintah dipengaruhi oleh kapabilitas pengguna,
dukungan manajemen, serta pendidikan dan pelatihan. Di sisi lain, (Rizqy Ramadhan, 2019)
menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli
Daerah sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan
kajian kinerja keuangan pemerintah daerah, sebagian besar penelitian masih berfokus pada analisis rasio
keuangan secara parsial. Penelitian sebelumnya umumnya belum mengintegrasikan hubungan antara
target Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi pendapatan, belanja daerah, Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SiLPA), serta dinamika perubahan APBD dalam mengevaluasi kualitas pengelolaan keuangan
daerah. Selain itu, penelitian pada tingkat pemerintah provinsi, khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara dengan menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran periode 2022-2024, masih relatif
terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan penelitian (research
gap) dengan menganalisis efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
secara lebih komprehensif melalui pendekatan Laporan Realisasi Anggaran. Penelitian ini tidak hanya
mengevaluasi tingkat pencapaian target pendapatan dan efisiensi penggunaan belanja daerah, tetapi
juga mengaitkannya dengan dinamika perencanaan anggaran, perubahan APBD, dan kondisi SiLPA
sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kualitas pengelolaan
keuangan daerah.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis
kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
Pendekatan kuantitatif digunakan karena data yang dianalisis berupa angka-angka yang bersumber dari
dokumen keuangan pemerintah daerah, sedangkan metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan
tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan data yang tersedia. Penelitian
ini berangkat dari asumsi bahwa kinerja keuangan daerah merupakan realitas yang dapat diukur secara
objektif melalui indikator-indikator kuantitatif yang tersaji dalam laporan keuangan pemerintah (Creswell
et al., 2018).

Objek penelitian adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan periode pengamatan tahun
anggaran 2022-2024. Penelitian bersifat desk research karena menggunakan data sekunder yang
diperoleh dari dokumen publik yang dipublikasikan secara daring. Sumber data penelitian meliputi
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan keuangan pemerintah daerah, serta data pendukung yang
diperoleh dari situs resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia (BPK RI), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Studi
dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen Laporan Realisasi Anggaran
yang dipublikasikan oleh instansi terkait. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran
berbagai sumber ilmiah, seperti buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian
terdahulu yang relevan dengan pengelolaan keuangan daerah, efektivitas, dan efisiensi kinerja
keuangan.

Penelitian ini menggunakan dua indikator utama, yaitu efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan
daerah. Efektivitas didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target
pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD, yang diukur melalui perbandingan antara realisasi
pendapatan dan target pendapatan. Sementara itu, efisiensi didefinisikan sebagai kemampuan
pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya keuangan secara optimal, yang diukur melalui
perbandingan antara realisasi belanja dan realisasi pendapatan daerah.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis rasio keuangan daerah. Tingkat efektivitas diukur
dengan membandingkan realisasi pendapatan terhadap target pendapatan, sedangkan tingkat efisiensi
diukur dengan membandingkan realisasi belanja terhadap realisasi pendapatan daerah. Adapun rumus
yang digunakan adalah sebagai berikut:

_ . Realisasi Pendapatan
Rasio Efektivitas = %X 100%
Target Pendapatan

Rasio Efisiensi Realisasi Belanja 100%
= . X
S0 BHSIEISL T Realisasi Pendapatan °

Berikut ini tabel 1 dan 2 untuk kriteria hasil perhitungan masing-masing rasio

Tabel 1. Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (Mahmudi, 2016)

Kategori Ef(?kati:;:as Kriteria/lnterpretasi
?E?QE,[? > 100% Realisasi pendapatan melampaui target yang telah ditetapkan.
. Realisasi pendapatan hampir mencapai atau telah mencapai target
o/ _ 0,
Efektif 90% — 100% yang ditetapkan.

Cukup Efektif 80% — 89% Realisasi pendapatan cukup mendekati target yang telah ditetapkan.

g:(g? 60% — 79% Realisasi pendapatan masih jauh dari target yang telah ditetapkan.
Tidak Efektif <60% Realisasi pendapatan sangat rendah dibandingkan dengan target

yang telah ditetapkan.
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Tabel 2. Kriteria Penilaian Rasio Efisien Keuangan Daerah (Mahmudi, 2016

Kategori B?Sio . Kriteria/ Interpretasi
Efisiensi
Sangat < 60% Penggunaan anggaran sangat hemat  dibandingkan dengan
Efisien pendapatan.
Efisien 60% — 80% Penggunaan anggaran cukup hemat dan terkendali.
ICE:fliJski:‘r)l 80% — 90% Penggunaan anggaran relatif seimbang dengan pendapatan.
Kurang o o .
Efisien 90% — 100% Penggunaan anggaran hampir sama dengan pendapatan.
iSi
Tidak Efisien > 100% Pengeluaran melebihi pendapatan.

Hasil perhitungan rasio kemudian diinterpretasikan berdasarkan kriteria efektivitas dan efisiensi
keuangan daerah yang dikemukakan oleh (Mahmudi, 2016). Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk
mengevaluasi tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
serta menilai peran Laporan Realisasi Anggaran sebagai instrumen evaluasi pengelolaan keuangan
daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Rasio Efektivitas

Hasil perhitungan rasio efektivitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2022-2024 disajikan pada tabel 3. Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan
pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD.
Berdasarkan hasil analisis, rasio efektivitas pada tahun 2022 mencapai 101,08% sehingga termasuk
kategori sangat efektif, yang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan mampu melampaui target yang
telah ditetapkan. Kondisi tersebut didukung oleh tingginya realisasi pendapatan pajak daerah,
pendapatan transfer, dan dana bagi hasil yang mampu mengompensasi beberapa komponen
pendapatan yang belum mencapai target.

Tabel 3. Rasio Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemprov Sumatera Utara (2022—-2024

Tahun Target Pendapatan Realisasi Pendapatan Rasio Efektivitas Kategori
2022 12.459.352.172.672 12.594.412.688.861,51 101,08% Sangat Efektif
2023 14.375.662.997.407 12.757.833.199.492,51 88,75% Cukup Efektif
2024 14.769.604.957.852 13.236.899.906.825,35 89,62% Cukup Efektif

Pada tahun 2023 rasio efektivitas menurun menjadi 88,75%, kemudian meningkat sedikit menjadi
89,62% pada tahun 2024. Meskipun terjadi perbaikan pada tahun 2024, kedua tahun tersebut masih
berada pada kategori cukup efektif, yang mengindikasikan bahwa target pendapatan belum dapat
direalisasikan secara optimal. Penurunan efektivitas terutama dipengaruhi oleh belum optimalnya
realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pada komponen retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, meskipun pendapatan transfer dari
pemerintah pusat relatif stabil.

Secara keseluruhan, tren rasio efektivitas menunjukkan adanya penurunan kemampuan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mencapai target pendapatan selama periode penelitian. Hasil
ini mengindikasikan perlunya optimalisasi sumber-sumber PAD serta peningkatan akurasi dalam
penyusunan target pendapatan agar efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat dipertahankan dan
ditingkatkan pada periode anggaran berikutnya.
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Gambar 1. Tren Rasio Efektivitas
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Analisis Rasio Efisiensi

Hasil perhitungan rasio efisiensi pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2022-2024 disajikan pada tabel 4. Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur
kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan belanja dibandingkan dengan pendapatan yang
diperoleh. Berdasarkan hasil analisis, rasio efisiensi pada tahun 2022 sebesar 99,32%, sehingga
termasuk kategori kurang efisien. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh pendapatan
daerah digunakan untuk membiayai belanja, sehingga ruang fiskal yang tersedia relatif terbatas
meskipun realisasi pendapatan masih lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja.

Tabel 4. Rasio Efisiensi Pengelolaan Keuangan Pemprov Sumatera Utara (2022—-2024

Tahun Realisasi Pendapatan (Rp) Realisasi Belanja (Rp) Rasio Efisiensi Kriteria

2022 12.594.412.688.861,51 12.509.062.821.349,16 99,32% Kurang Efisien
2023 12.757.833.199.492,51 13.748.313.016.644,99 107,76% Tidak Efisien
2024 13.236.899.906.825,35 13.306.890.170.297,10 100,53% Tidak Efisien

Pada tahun 2023, rasio efisiensi meningkat menjadi 107,76%, yang termasuk kategori tidak
efisien, karena realisasi belanja telah melampaui realisasi pendapatan. Kondisi ini mengakibatkan
terjadinya defisit anggaran dan mencerminkan bahwa pengendalian belanja belum mampu mengimbangi
kemampuan penerimaan daerah, terutama akibat belum optimalnya realisasi Pendapatan Asli Daerah
(PAD). Pada tahun 2024 rasio efisiensi menurun menjadi 100,53%, namun masih berada pada kategori
tidak efisien karena realisasi belanja tetap lebih tinggi daripada realisasi pendapatan. Meskipun demikian,
penurunan rasio dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan adanya perbaikan dalam pengendalian
belanja yang diikuti dengan penurunan nilai defisit anggaran.

Secara keseluruhan, tren rasio efisiensi menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara selama periode 2022-2024 belum mencapai tingkat efisiensi yang optimal.
Tingginya proporsi belanja operasi dan belanja transfer, serta belum optimalnya realisasi Pendapatan
Asli Daerah (PAD), menjadi faktor utama yang memengaruhi rendahnya efisiensi pengelolaan APBD.
Hasil tersebut mengindikasikan perlunya penguatan pengendalian belanja, peningkatan kualitas belanja
daerah, dan optimalisasi penerimaan daerah guna menciptakan keseimbangan fiskal yang lebih
berkelanjutan.
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Gambar 2. Tren Rasio Efisiensi
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Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Laporan Realisasi
Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara selama tahun 2022—-2024 mengalami penurunan. Rasio efektivitas sebesar 101,08%
pada tahun 2022 menunjukkan kategori sangat efektif, sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 masing-
masing sebesar 88,75% dan 89,62% yang termasuk kategori cukup efektif. Temuan ini menunjukkan
bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam merealisasikan target
pendapatan, namun pencapaiannya belum konsisten selama periode penelitian.

Menurut (Mahmudi, 2016), rasio efektivitas mencerminkan tingkat keberhasilan pemerintah
daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD. Penurunan rasio
efektivitas pada tahun 2023 dan 2024 mengindikasikan bahwa proses perencanaan dan pencapaian
target pendapatan masih menghadapi kendala, terutama karena realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
belum mencapai target yang ditetapkan. Meskipun pendapatan transfer dari pemerintah pusat relatif
stabil, ketergantungan terhadap sumber pendapatan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas fiskal
daerah masih perlu diperkuat melalui optimalisasi PAD.Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep
efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh (Cohen, 1993), bahwa efektivitas diukur dari tingkat
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, tujuan tersebut
tercermin pada kemampuan pemerintah merealisasikan target pendapatan secara optimal. Oleh karena
itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara masih perlu ditingkatkan melalui penyusunan target pendapatan yang lebih realistis, penguatan
sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta optimalisasi potensi sumber-sumber PAD.

Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Laporan Realisasi
Anggaran

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara belum menunjukkan kondisi yang optimal. Rasio efisiensi sebesar 99,32% pada tahun 2022
termasuk kategori kurang efisien, sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 meningkat menjadi 107,76%
dan 100,53% sehingga termasuk kategori tidak efisien. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa realisasi
belanja cenderung sangat tinggi dibandingkan dengan kemampuan pendapatan daerah, bahkan pada
tahun 2023 dan 2024 realisasi belanja telah melampaui realisasi pendapatan sehingga terjadi defisit
anggaran.

Menurut (Mardiasmo, 2021), efisiensi dalam sektor publik merupakan salah satu prinsip value for
money, yaitu kemampuan pemerintah menghasilkan pelayanan publik dengan penggunaan sumber daya
yang optimal. Tingginya rasio efisiensi pada penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar
pendapatan daerah digunakan untuk membiayai belanja, terutama belanja operasi dan belanja transfer,
sehingga ruang fiskal pemerintah menjadi relatif terbatas. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa
pengendalian belanja masih perlu diperkuat agar keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran
daerah dapat terjaga.Temuan ini juga sejalan dengan teori Stewardship yang menyatakan bahwa
pemerintah berkewajiban mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab untuk menghasilkan
manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi tidak hanya dilakukan
melalui penghematan belanja, tetapi juga melalui peningkatan kualitas belanja, penerapan anggaran
berbasis kinerja, serta pengalokasian anggaran pada program-program yang memberikan dampak
pembangunan yang lebih besar.
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Peran Laporan Realisasi Anggaran dalam Mengevaluasi Kinerja Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memiliki peran penting
sebagai instrumen evaluasi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Melalui informasi
mengenai realisasi pendapatan dan belanja, LRA mampu memberikan gambaran mengenai tingkat
pencapaian target pendapatan sekaligus kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan
penggunaan anggaran.

Temuan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan yang menegaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah
satu komponen utama laporan keuangan pemerintah yang digunakan untuk menyajikan informasi
mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, serta surplus atau defisit anggaran sebagai bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Oleh karena itu, LRA tidak hanya berfungsi sebagai dokumen
pelaporan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi yang memungkinkan pemerintah daerah
menilai tingkat pencapaian target anggaran, mengidentifikasi penyimpangan antara anggaran dan
realisasi, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian,
informasi yang disajikan dalam LRA menjadi dasar yang objektif bagi pemerintah dalam meningkatkan
kualitas perencanaan anggaran, pengendalian belanja, dan pengambilan kebijakan fiskal yang lebih
akuntabel serta berorientasi pada kinerja.

Analisis rasio efektivitas dan efisiensi yang bersumber dari LRA menunjukkan bahwa kinerja
keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan selama periode penelitian, yaitu
dari kondisi boros (efektif tetapi kurang efisien) pada tahun 2022 menjadi kondisi payah (cukup efektif
tetapi tidak efisien) pada tahun 2023 dan 2024. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan
pengelolaan keuangan daerah tidak cukup dinilai hanya dari pencapaian target pendapatan, tetapi juga
harus mempertimbangkan kemampuan pemerintah dalam mengendalikan belanja secara proporsional.
Berikut acuan analisis rasio efektivitas dan rasio efisiensi dengan menggunakan analisis komprehensif
(matriks) (Cohen, 1993; Lee et al., 2021; Mahmudi, 2016; Majid, 2019)

Gambar 3. Analisis Komprehensif (Matriks)

ANALISIS KOMPREHENSIF (MATRIKS)
Kombinasi Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022-2024

RASIO EFISIENSI (Penggunaan Belanja terhadap Pendapatan)

EFISIEN KURANG EFISIEN TIDAK EFISIEN
(< 90%) (90% - 100%) (> 100%)

RASIO EFEKTIVITAS

(Pencapaian Target Pendapatan)

Penggunaan belanja lebih hemat Penggunaan belanja hampir sama Pengeluaran melebihi pendapatan
dari pendapatan dengan pendapatan
EEEKTIF KONDISI IDEAL KONDISI BOROS KONDIS| BOROS EKSTREM
(2.100%) (Efektif & Efisien) (Efektif & Tidak Efisien) (Efektif & Tidak Efisien)
v i y i target 8 Target pendapatan tercapai dengan baik, Target pendapatan tercapai, tetapi belanja
melampaui target dan penggunaan belanja jauh lebih hemat namun biaya operasional/belanja membengkak melebihi pendapatan.
daripada pendapatan yang diperoleh. dan hampir menyamai pendapatan.. ) dan
Pengelolaan keuangan daerah sangat baik. Perlu pengendalian belanja agar tidak boros. menimbulkan defisit anggaran
CUKUP EFEKTIF /J KONDISI CUKUP BAIK KONDISI KURANG OPTIMAL \,\ KONDISI KURANG SEHAT
(80% — 99%) O lI (Cukup Efektif & Efisien) (:’) (Cukup Efektif & Kurang Efisien) II.- (Cukup Efektif & Tidak Efisien)
Pendepatan Bekim Pendapatan belum mencapai target, Pendapatan belum mencapai target dan Pendapatan belum mencapai target dan
gl tagt namum belanja digunakan secara hemat. belanja hampir sama dengan pendapatan. belanja melebihi pendapatan.
= Perlu peningkatan pendapatan agar Perlu peningkatan pendapatan dan Risiko defisit meningkat, periu pengendalian
kinerja semakin optimal. efisiensi belanja. belanja dan peningkatan pendapatan.
TIDAK EFEKTIF KONDISI TIDAK OPTIMAL _ KONDISI PAYAH KONDISI SANGAT PAYAH
80%) (Tidak Efektif & Efisien) (Tidak Efektif & Kurang Efisien) (Tidak Efektif & Tidak Efisien)
{= Pendapatan jauh di bawah target, Pendapatan jauh di bawah target dan Pendapatan jauh di bawah target dan
Pendapatan jauh di namun belanja digunakan hemat. belanja hampir sama dengan pendapatan. belanja melebihi pendapatan.
bawah target Perlu strategi besar peningkatan Kinerja keuangan daerah rendah, Kondisi paling buruk, berpotensi defisit besar
pendapatan secara signifikan. periu perbaikan menyeluruh. dan mengganggu keberlanjutan program.

HASIL POSISI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022-2024
RASIO EFEKTIVITAS RASIO EFISIENSI
terhadap

HASIL ANALISIS KOMPREHENSIF

TAHUN (Pencapaian Target Pendapatan) (Penggunaan Belanja (Posisi Matriks)
i i | i Belan i i
Realisasi Pendapatan (Rp) Rasio Kategor | Realisasi Belanja (Rp) Rasio Kategori KONDISI BOROS
2022 12.594.412.688.861,51 101,08% | Sangat Efektif 12.509.062.821.349,16 99,32 Kurang Efisien ('S (Efekif & Tidak Efisien)
KONDISI PAYAH
2023 12.757.833.199.492,51 88,75% Cukup Efektif 13.748.313.016.644,99 107,76% | Tidak Efisien ik WantiF & Thiak Hfieiar)
= = - KONDISI PAYAH
2024 13.236.899.906.825,35 89.62% Cukup Efektif 13.306.890.170.297,10 100,53% | Tidak Efisien [ — B e oo SR
Keterangan Kategori Efektivitas: @ Sangat Efektif (2100%) @ Cukup Efektif (80% - 99%) @ Tidak Efektif (<80%) Keterangan Kategori Efisiensi: @ Efisien (<90%) @ Kurang Efisien (90% - 100%) @ Tidak Efisien (>100%)

Dengan demikian, Laporan Realisasi Anggaran tidak hanya berfungsi sebagai bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tetapi juga sebagai dasar evaluasi, pengendalian, dan
perumusan Kkebijakan fiskal. Penggunaan analisis rasio efektivitas dan efisiensi secara terpadu
memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas pengelolaan keuangan daerah,
sehingga dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas, kualitas
perencanaan anggaran, dan kinerja keuangan pada periode berikutnya.

Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Bisnis Digital, Vol. 5 No.4 Oktober 2026 page: 1619 — 1630 | 1627



e-ISSN 2809-8692  p-ISSN 2809-8595

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2022-2024 mengalami penurunan.
Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan menurun dari kategori sangat efektif pada tahun 2022 menjadi
cukup efektif pada tahun 2023-2024, sedangkan tingkat efisiensi berubah dari kurang efisien menjadi tidak
efisien, yang menunjukkan bahwa peningkatan belanja belum diimbangi dengan optimalisasi pendapatan
daerah.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terbukti berperan sebagai instrumen yang efektif dalam
mengevaluasi kinerja keuangan daerah melalui analisis rasio efektivitas dan efisiensi. Penggunaan kedua
rasio secara terpadu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi pengelolaan
keuangan daerah, sehingga dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas
perencanaan anggaran, pengendalian belanja, dan perumusan kebijakan fiskal yang lebih akuntabel serta
berorientasi pada kinerja.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disarankan untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi perencanaan
anggaran, penguatan pengendalian belanja, serta peningkatan kemampuan dalam merealisasikan target
pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Evaluasi terhadap Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) hendaknya dilakukan secara berkala sebagai dasar dalam pengambilan keputusan
strategis guna meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menggunakan
periode pengamatan yang lebih panjang atau membandingkan kinerja keuangan beberapa pemerintah
daerah sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas dan efisiensi
pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengombinasikan analisis rasio
keuangan dengan indikator kinerja lainnya, seperti rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, rasio keserasian
belanja, maupun pendekatan kuantitatif atau mixed methods, sehingga hasil penelitian menjadi lebih
mendalam dan mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perubahan kinerja keuangan
pemerintah daerah.

Terakhir, penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengkaji hubungan antara efektivitas dan
efisiensi pengelolaan anggaran dengan capaian pembangunan daerah, kualitas pelayanan publik, serta
tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, evaluasi terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
tidak hanya berfokus pada aspek administratif dan finansial, tetapi juga mampu memberikan gambaran
mengenai dampak nyata pengelolaan keuangan daerah terhadap pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat.
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